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BUPA.TI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2| TAHUN 2018

 TENTANG

Pmm JAMINAN m*’l‘ﬂ GEMBIRA SEHAT

KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i mm11 BOMBANA,

I{)ahwa guna memngkatkan derajat kesehatan masyarakat

. miskin, tidak mampu dan rentan miskin di Kabupaten
i tpombana maka diperlukan program jaminan kesechatan

yang terintgrasi dengan Program Jaminan Kesehatan

{ Namunal oleh Pemerintah Kabupaten Bombana ;

b. |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

| huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
: ng;ram Jammén Kesehatan Gembira Sehat Kabupaten
! Enmbana, '

IiJndang—Undang| Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
egara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Ihdunesia Nomor 4286);

| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pcmbentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
clan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi

Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ima Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
rbendaharaan| Negara (Lembaran Negara Republik
donesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

I?legam Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

rimbangan Keéuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 4438);
%nd&ng—Undang; Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
aminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lem

Taga.ra Republik Indonesia Nomor 4456);




Undanngndad:g Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Neg{u‘a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063); |

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit {Icmba:qn Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang—Unda.nﬁ Nomor 12 Tahun 2011 tentang
' Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); :

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
'Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahl*n 2011 Nomeor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republil; Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
'Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
\Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
lNegara chubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang—Unda.rfF Nomor 23 Tahun 2014 tentang
'Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Men:tcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
.sebagmmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
'Peraturan Menken Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Fembahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kcﬁangﬂn Daerah;
Peraturan MenL_cri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republjk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 tentang | Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun
2018 tentang Rmcana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2017 - 2022; / |

s




mpwmn:

Menetapkan : Pmm BUPA'TI TENTANG PROGRAM JAMINAN
TAN mm SEHAT KABUPATEN BOMBANA

{
L]

BAB I

| Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bombana;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;

Bupati adalah F! pati Bombana; |

Sekretariat D adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;

Dinas I{eaehatan'adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

Kepala Dinas Heqehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bom

7. Pelaksana ada Umt Pelakaana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas
Kesehatan dan ﬁumah Sakit anum daerah Bombana yang bertanggung
jawab menycl.enggara.kan pembangunan kesechatan di Wilayah Kerja
Kecamatan; !

8. Jaminan Kcschdtan Nasional ]!ang selanjutnya disingkat JKN adalah
jaminan berupa perlmdungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kepehatan dan pes!::'hndungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iuranﬁya dibayar oleh pemerintah;

9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

10. Integrasi adalah h:mlglkutscrtaan peserta Jamkesda ke dalam Program
Jaminan Keaeh&tan Naamngl dalam rangka memperoleh jaminan
kesehatan; |

11. Penerima bang’uarn Iuran yang a'clnn_}utn}ra disingkat PBI adalah Peserta
Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
sebagaimana cll.h.manahkan Uqldang-Undang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang iyrannya d1bayarkan pemerintah sebagai peserta program
jaminan kesehatan,;

12. Peserta Penerima Bantuan Haran UPBN) adalel fakir miskin dndg ditelapkan
oleh Pﬂmennt& dan diatur mela@ Peraturan Pemerintah;

13. Badan anyelepggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Keschatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
meuyeleng@mka# program Jaminan Kesehatan;

14, Penduduk adal&l‘p Warga Negara'lnduneam dan Warga Negara Asing yang
bertempat ti dilndonesia, penduduk miskin adalah penduduk memiliki

rata-rata pengq’l perkapita pprbu]an dibawah garis kemiskinan;

15. Anggaran Feni:lapatan dan Bela.nja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah | Anggaran Pcnda.fpatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bombana; :

16. Pemberi Pelayanan Kesehatan @yang selajutnya disingkat PPK adalah
Puskesmas dan jaringannya, Bidm‘n PTT/Swasta, Rumah Bersalin serta
Rumah Sakit| Umum Daerah' (RSUD), Rumah Sakit Swasta, Balai
Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bombana [Ruqnaah Sakit Mitra bmaa Kesehatan Kabupaten Bom ;
yang membenlmn pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta /
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17.

18.

yang mehpuh rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat
Pertama [RI‘I!P’_I ) rawat jalan tlpgk&t lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat
lanjutan {R.I'I‘L]* pelayanan gavfat darurat, dan “one day care fodc]’ bagi
warga Bombana;
Pusat Kesehaftab Masyarakat y@ng selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehét&n perorangan tingkat pertama, dengan
lebih menguta.l#nakan upaya promotif dan preventif, dengan mencapai
derajat kcaehatan masyarakat yt:g setinggi-tingginya diwilayah kerjanya..
Rumah  Sakit adalah mst:tum pelayanan  kesehatan  vyang
menyelenggar pelayanan kl:sehatan perorangan secara paripurna yang
menyedmkan pelayanan rawat l.pap, rawat jalan, dan gawat darurat;
| BAB II
HAESUDMT’UJUAH
Pasal 2

(1) Peraturan Bu ti ini dimaksudkan sebagai Pedoman dan dasar hukum

bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Gembira
Sehat di Kabupaten Bombana;

(2) Peraturan _Bl.i;,pﬂﬁ ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan

Kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Bombana melalui
program ]sm:qman Kesehatan G#mh:ra Sehat;

mum 11
| RUANG LINGKUP
| Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati mi terdiri dari :

FE DR om0 QA0 op

sasaran pcnennm program,; |
persyaratan penerima program;
mekanisme pendataan; !

besaran iuran dan tata cara perpbaym-an,
Pelayanan Kesehatan;

Penganggaran;

Pertanmmmawlkaban {
Penanganan pengaduan dan koprﬂma.m,
Pemberhentian Kepesertaan; |
Pengawasan;dan |

Penyelesaian sengketa;
BAB 1V
| Pasal 4

Sasaran Penerima Program adalal‘i} Penduduk miskin yang termasuk dalam
data Dinas Sosial Kabupaten Bombana;

5




. BAB v
PERBYAR&TM PENERIMA PROGRAM
Pllnl 5
(1) Penduduk yqng dukutaertakau oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta
Program Jammfm Kesehatan G«pmb:ra Sehat pada BPJS Kesehatan, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenubhi kntena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga yang diterbitkan olch
Pemerintah I{abupaten Bombana;
c. belum terxiqftar sebagai l:p:serta jaminan kesehatan pada BPJS
Kesehatan;
d. tidak tergoio g sebagai Pekcl.:]a Penerima Upah golongan Aparatur Sipil
Negara (ASN)| :dan
e. tidak memjlﬂﬂ penghasilan tuf.ap untuk mencapai kondisi hidup layak.
(2) Peserta Program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dltetapkan melalui Kaputus-aﬁn Bupati.

E’I.la.lﬁ

(1) Kepala Dmas Kesehatan mendaftarkan peserta Program Jaminan
Kesehatan mbﬁgannana mma.kmd dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan;

(2) Pendaftaran peserta sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan
sesuai ketenma.p peraturan perUndang—Undangan

5 Pasal 7
(1) Setiap peserta ld:benkan Ka.rtb Identitas Peserta yang diterbitkan oleh
BPJS Kesehat; ;
(2) Kepala Dmas hatan d&pat menambah, mengganti atau menghapus

data peserta dar: Program jamjnan kesehatan berdasarkan rekomendasi
dari Dinas

(3) Penghapusan | ];T:sc Jaminan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat [2] dlse
a. meninggal duma. i
b. tidak lagi memenuhl persyaratan sebagai peserta PBI APBD Kabupaten
Bombana; | f; i

(4) Penambahan atau penggantian Iqescrta sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diprioritask pada !
(a) bayi/anak dari peserta PBI Dﬂfrah
(b) peserta PBI yang karena keaaliahan sistem tidak masuk dalam database
kepesertaan P'BI .
i  BAB VI
MEKANISME PENDATAAN
 Pasal 8
(1) Pendataan qalbn peserta PBI seba.gmmana dimaksud Pasal 4 diverifikasi
oleh Dinas ial;
(2) Dinas Sosial setiap bulan meiehcukan pemutakhiran data Peserta PBI;
(3) Hasil Pemutakhiran data di sampaikan Kepada Kepala Dinas Kesehatan
untuk dilamn Penyesuaian dalam pendaftaran Jaminan kesehatan
Nasional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan;

|
| |
1 |
|
[
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(1) Besaran iuran
Kesehatan Gem

Iuran dan Pendanaan
. Pasal 9
jaminan kesehatan bagi peserta Program Jaminan

bira Sehat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

mengacu kep:ha.da besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI;

(2) Pendanaan 1
Kesehatan se

pembayaran iuran bagi peserta Program Jaminan
ana dlrna.lﬁ:sud pada ayat (1) bersumber dari APBD

yang sesuajkaﬁ dengan kemampuan keuangan daerah,;

(1) Pembayaran |
peserta dan jan

(2) Pembayaran se
perjanjian kerja

(3) Perjanjian Ke
kurangnya mée
a. jumlah pe

-PllIllﬂ

iuran kepada EBPJS Kesehatan sesuai dengan jumliah

waktu penjaminan;

i dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan;
a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang

; dan

uat:

b. jumlah Il.tra.p yang mbaya:kan
(4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan

sesuai keten ;

(1) Pelayanan kqsc
Sehat yang| d
sebagaimana d
ketentuan perat

Peraturan perUndang-Undangan;

' BAB VIII
mrquu KESEHATAN
Pasal 11

hatan bagi peaerta Program Jaminan Kesehatan Gembira

iintegrasikan lsne dalam Jaminan Kesehatan Nasional

limaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan
uran perundang-undangan;

(2) Pelayanan Kesehatan dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Keliling,

Puskesmas P_ﬂ‘]:[
(3) Pelayanan Kese

(1) Dalam rangka

Gembira Sechat

mengalokasikar
Belanja Daergh

ibantu dan RSUD;
hatan di RSUD dilakukan pada kelas II;

'BAB IX
PENGANGGARAN
Pasal 12
pelaksanaan ﬁembia}raan program Jaminan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Bombana setiap tahun

1 anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Kabupaten Bombana;

(2) Pengalnkasmn mggaran d1]alc3§nakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-updpngan yang hcrlaku

P'#:1'|:a.t'1ggungi.r:wmﬁi

Bombana dalam rangka pemb:a}rapn

Sehat meliputi :

a. Keputusan Bupatl tentang daﬂai‘ penduduk yang didaftarkan sebagai
peserta PBI da!\erah
b. Hasil mutasi dar.*l

BAB X
PERTANG GJAWABAN
13

yang digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
program Jaminan Kesehatan Gembira

7Y

peserta dari B S Kesehatan;




c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketsehatan Kepada Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana; |

d. Bukti transfer pcmbaya.mn mra.n jaminan kesehatan Gembira sehat ke
BPJS Kesehatan; .

m X1

| Pasal 14

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan, peserta

dapat menyampaikan pengaddan kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan...

wll Pasal 15
Pemerintah Kahuﬂaten Bombana berhak menghentikan pembayaran iuran
kepesertaan Jami#an Kesehatan bagi peserta PBI daerah yang didaftarkan
oleh Pemerintah KAbupaten, &p&bti& persyaratan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 tidak lag} rpenuhi; I

tT BAB XIII

mnm:.m DAN PENGAWASAN
Pasal 16

n.._____..._.

(1) Pengendalian lan pengawasan;, terhadap pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Gembira Sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas
sosial dan Inqutktnrat Daerah; |

(2) Kepala Dinas Kesehatan, Kepa.la Dinas Sosial dan Inspektur Daerah
melaporkan h 1sil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kepada
Bupati settag semester;

PENYELESAIAN SENGKETA
| Pasal 17

Penyelesaian se:ilgl!»:eta dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Gembira Sehat athara peserta PBI dengan fasilitas pelayanan keschatan
dan/atau dengan BPJS Kesehatan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan
pcnmdangﬁundmgan yang berlaku,

5 BAB XVI

| KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 18

Pada saat Pcraturan Bupati mi mulai berlaku maka Peraturan Bupati
Bombana nomor 32 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Jaminan Keachatah Daerah - Gemkan Membangun Bombana dengan Ridho
Allah Kabupaten l?cmbana dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018; | /

/s




m.l' 19
|
Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orarg engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana;

| | Ditetapkan di Rumbia
' ! pada tanggal 12 APRIL 2018
NO |1
1 BUPATI BO
2
s 7
4
5 H. TAFD
Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, \*| APM 2018 |
SEKRETARIS m mumm BOMBANA,

H. nummmﬂbn,namr SE. M.Si
BERITA DAERAH mumm mn TAHUN 2018 NOMOR




